
4. Undang-Undang ... 

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 
Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentanq 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005; 
1. Undang-Undarig Nornor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah Kabupaten · dalam Lingkungan Jawa Barat (Serita 
Negara_ Republik Indonesia Tahunt 950 Nomor 8); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah denqan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahlin 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 .tentarig Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembar.an Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R~publik 
Indonesia Nomor 3685),· sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 . (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 
4048); 
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah clan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan L.embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
3988); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi . dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); ·· 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

l-·,> . 

7. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 · tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tent.ang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambeben Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan · Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

10. Undang-Undang Nomor .25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint.ahan 
Daerah (ternbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 . 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Nega·ra Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebaqatmana 'telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); . 

12. Undang-Undang ... 
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20. Peraturan ... 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3452); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4026); · 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat 
dan Pemeriritah Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 48,. Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 4287); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan clan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana _telah 
diubah dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4540); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
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29. Peraturao ... 

20. Perab.Jran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor · 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik . Indonesia 
Tahun - 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 . Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pe~dQan . Barang/Jasa Pemerintah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden N·omor 8 Tahun 2006; · · 

25. Keputusan Menreri Datarn Negeri. Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan 
Pengawasan Keuangan serta Tata C.ara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja· Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 
Keuangan Daerah, dan Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 6 Tahun 2001 
tentang program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 
2002 - 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogar Tahun 
2001 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2004 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogar Tahun 2004 Nomor 
147); 

27. Peraturan Daerah Kabu~ten Bogor Nomor 44 Tahun 2002 
tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 108); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 
Nomor 109); 
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Rp. 1.154.473.800.000,00 
Rp. 115.111.999.603,00 

Rp. 1.039.361.800.397,00 
Rp. 47.720.132.817,23 

c. Pembiayaan ... 

b. Belanja 

1. Setelah Perubahan 

2. Bertambah 
Jumlah Realisasi Belanja 
Surplus 

Rp. 1.043.646.043.000,00 
(Rp. 43.435.890.214,23) 

Rp. 1.087.081.933.214,23 Jumlah Realisasi Pendapatan 

Daerah (APBD) 
Pasall 

Realisasi Anggaran Pendapatan · dan Belanja 
Tahun Anggaran 2004, sebagai berikut : 
a. Pendapatan 

1. Setelah Perubahan 
2. (Berkurang) 

MEMUTUSKAN : 
P~RATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 
ANGGARAN 2005. 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 2 Tahun 2004 
tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bogar 
Tahun 2003 - 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2004 Nomor 148); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 
159); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2006 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 
2006 Nomor 246); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogar Tahun 2006 Nomor 
251); · 
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a: 
AGUS 

BUPATI BOGOR, 

Ditetapkan di Cibinong 
pada tanggal 21 September 2006 

Pasal3 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bogor. 

Pasal2 
Rincian penjabaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005 sebagaimana 
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Rp. 51.970.745.000,00 

Rp. 132.546.643.093,00 

Rp. 184.517 .388.093,00 

(Rp. 47.720.132.817,23) 

Rp. 162.798.502.000,00 

(Rp. 26.001.246.724,23) 

Rp. 136.797 .255.275,77 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan 

a) Setelah Perubahan 

b) (Berkurang) 
Jumlah Realisasi 
Penerimaan 

2. Pengeluaran 
a) Setelah Perubahan 

b) Bertambah 

Jumlah Realisasi 
Pengeluaran 

Jumlah Realisasi Pembiayaan 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BOGQR 
TAHUN 2006 NOMOR 21 

Diundangkan di Cibinong 

pada tanggal 22 September., 2006:' ·.1• ': ·,>,' , 
.. ,:· '~ - •• .,,. ] : • ·< .• ~ ·' 

SEKR£TAR.IS DAERAN KABUPA'.JEN ,80GOR, 

, .. J 
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